
BUPATI MUARAENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

I\lenimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tailun Anggaran 2016, perlu ditetapkan
Peraturar Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaraa 2016 sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBD Talun Anggaran
2016:

Ivlengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambalan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Talun 2OO3 tentang Keuangal
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2O04 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambalan
I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 ter,tar,g Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
443q;

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
so43);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerall (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangal Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwatilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinal dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Taiun
20O5 Nomor 137, Tambahar Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peratural Pemerintah Nomor 56 Taiun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahal l€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintal Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Talun 2010 tentang
Pedoman PenJrusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nornor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan l,€mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaarl dan Pemalfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah;

22. Peral.urar, Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun 20 15;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Talun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
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24, Peral.u.rar, Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Pen)rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tet\tallg Perubahan Atas
Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibal dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

26.Pera1o:ran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
6l1PMK.O7 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada
Daeral Provinsi, Kabupaten, dan Kota Talun Ar,ggarar, 2Ol4;

27.Peral;)rar. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
761PMK.O7 /2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana
Tambahan curu Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014;

28. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor
25 /PMK.O7 /201,5 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukar
Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun
Anggaran 2015 ;

29. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
123/KPIS/BPKAD /2075 tent-ang Alokasi Belanja Bantuan
Keualgan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partal
Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsl Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015 ;

30. Keputusal Gubernur Sumatera Selatan Nomor
i61/KPIS/BPKAD/2015 tentang Alokasi Sementara Dana
Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 ;

31. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
442 I KP|S / BPKAD/2O 15 tentalg Perubaian atas Keputusan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 771/KmSIBPKAD 12014
tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan darr
Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2015;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2OO4 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwatilal Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah beberapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2OO4 ter,tanl.g Kedudukal
Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2O05 - 2025 (l*,l].barat
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintai Kabupaten Muara Enim (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

35. Peraturan Daerai Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008) sebagaimana telal
diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim
Nomor 7 Tahttn 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2O 12 Nomor 7);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ke{a
Sekretariat Dewan Perwakilan RaLyat Daerah Kabupaten
Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2OO8 Nomor 23);

37" Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Talun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara
Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara
Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013
Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan lrmbaga Teknis
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2OO8 Nomor 25) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga
Teknis Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2013 Nomor 5);
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39. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Dnim Nomor 16 Tahun
2OO8 tentang Pembentukal Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun
2OO8 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Nomor 12);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Talun
2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OI3 - 2O1A
(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2OO8

Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan
BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSXAN :

M0netapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

A ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

1. Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah
b, Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Jumlah Pendapatan

Anggaran 2016, terdiri dari :

Rp. 167 .904.592.327 ,08
Rp. 1.842.534.668.00o,00
Rp. 352.050.088.700.00
Rp. 2.362. 4 49.349.O27,O4

2. Belanja:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 743.46a.a47.a77,a6
2) Belania Bunga Rp. 5.500.000.000,00
3) Belanja Subsidi Rp. 4.504.537.500,00
4) Belarrja Hibah Rp. 37.032.011.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial RP. 0,00
6) Belanja Bagi Hasil Kepada ProvinsilKabltpatenl

Kota dan Pemerintah Desa Rp. O,OO

7) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik Rp. 31'7.323.49O.739,OO

8) Belanja Tidak Terduga Rp. 10.000.000.000.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
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3.

b. Belanja Langsung
1) Belania Pegawai
2) Belanja Barang Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Rp" 11.623.398.500,00
Rp. 636.903.243.581,00
Rp. 699.688.284.030.00

Rp. 1.348.214.926.1 I 1.O0

Rp. 2.466.043.8 1 3.227,46

Rp. (103.554.464.20o,78)

Rp. 179.794.464.2OO,74
Rp. 76.24O.000.0O0.00

Rp. 103.554.464.200,78
Rp. 0,o0

Pasal 2

Ringkasal Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah sebagaimana

dirnaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Po ojabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

drrlam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Br:lanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam

k.mpiran lll Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

L.rmpiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,3 dat 4 merupakan bagian yang

tirlak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pe.aksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen

P( .aksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

pr::undang-undangan.
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Pasal 7

Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
pati ini dalam Berita Daerah.

di Muara Enim
29 Desember 2O15

Ditet
nlda

h
/V'tv-

TI MUARA ENI\{,

\/ (

angkan di Muara Enim
taIlggal 29 Desember 2015

ARIS DAERAH
MUARA ENIM,

A DAERAH KABUPATEN MUAM ENIM TAHUN 2015 NOMOR 55

/-. xtvzerua SAI SoHAR
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